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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara 02 Maret 1989, Nik XXX,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di jalan Progo Rt.021 Rw.004, Desa Bukit
Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Edo Septian Aldiansyah,
S.H dan Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy., M.H adalah Advokat
pada Kantor Hukum ESA & PARTNERS beralamat di JI. Sungai
Lemau No. 28 Rt.007 Rw.002, Kelurahan Padang Harapan,
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur
Nomor: 285/SK/649/Pdt.G/2022 tanggal 28 November 2022,
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Fajar baru, 02 April 1987, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Poros Melatiharjo K.I RT.004 RW.002, Kecamatan
Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang diwakili kuasa hukum dan para

saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 November 2022

telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama “Arga” Makmur dengan Nomor 649/Pdt.G/2022/PA.AGM,

tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Kamis tanggal 24 September 2015, dihadapan Pegawai Pencatatan
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu
Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX
tertanggal 25 September 2015, pada saat menikah Penggugat berstatus
perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal rumah sendiri milik Tergugat di yang beralamat di Jalan Poros
Melatiharjo K.l, Kecamatan ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1orang
anak yang bernama ;
3.1 Habib maulana. Tempat tanggal lahir, Bengkulu utara 07 Agustus 2018
4.Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
selama kurang lebih 3 Tahun, namun setelah memasuki Pertengahan tahun
2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

4.1. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah ;

4.2. Tergugat yang bersifat emosional dan bila terjadi perselisihan;

4.3. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada

penggugat;

4.4.Bahwa Tergugat sudah menceraikan secara lisan kepada

Penggugat ;

5.
Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan tersebut Pertengahan tahun 2018

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di jalan Progo Rt 021 Rw
004 kelurahan Bukit Makmur kecamatan ketahun kabupaten Bengkulu Utar,
hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang atau kurang lebih selama 4
Tahun, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat ;
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Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan dengan cara
bermusyawarah agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa
disatukan kembali, tapi Penggugat dan Tergugat menolaknya dan bersepakat
untuk bercerai ;

7.
Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat
dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah
tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat
bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat ;

8. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun
dan tentram dalam rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian
itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah
tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai Pasal 39 Ayat (2) Undang-
Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal
19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f
terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya

yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil.
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili

kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sabh;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukiti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 25 September

2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun,

Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda

(P);

B. Saksi:
1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten
Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan

telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah

tangga tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Poros Melatiharjo K.,

Kecamatan ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan

berpisah;
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- Bahwa~ sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hamun sejak pertengahan
tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat suka
membesar-besarkan masalah, selain itu Tergugat tidak lagi mau
bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, serta Tergugat juga telah
mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
2. Saksi Il, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Desa Pinangraya D7, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten
Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan
telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah
tangga tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Poros Melatiharjo K.,
Kecamatan ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan
berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hamun sejak pertengahan
tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat suka
membesar-besarkan masalah, selain itu Tergugat tidak lagi mau
bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, serta Tergugat juga telah
mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
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dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakili
kuasa hukum yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu
Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama Edo Septian
Aldiansyah, S.H. dan Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy., M.H. telah
menunjukan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) dari Dewan Pimpinan Nasional PPKHI dan telah mununjukan
Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa
yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 22 November 2022 telah memenuhi
ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk
mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah dikarenakan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah, dan juga
Tergugat yang bersifat emosional dan bila terjadi perselisihan, selain itu Tergugat
tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, serta

Tergugat sudah menceraikan secara lisan kepada Penggugat;
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Menimbang,” bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 24 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 24 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua
saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-
dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan
diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Adapun yang
menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat
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suka membesar-besarkan masalah, selain itu Tergugat tidak lagi mau

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, serta Tergugat juga telah
mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan
untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam
rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Arga Makmur adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan

tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami
Muhlis, S.H.Il., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.l., M.H., dan
Achmad Fachrudin, S.H.l., M.S.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
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oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hery Afrizal, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
yang diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Fatkul Mujib, S.H.1., M.H. Muhlis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.1.
Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses . Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan . Rp 500.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 20.000,00-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai . Rp 10.000,00,-
Jumlah . Rp 645.000,00,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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